PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt 2
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat 78124

Email - dpm:ptsp@kalbarproy.go.id, Website hitp:/fdpm-ptsp kalbarprov.go.id

ﬂ
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Menimbang : a. bahwa dalam rangka pclaké_’é;fn’g?iﬂ 1_ndan “pgmerataan
1 scrt\a masyarakat
dibidang Pendidikan, perlu memberikan kesggjlpatan kepada

masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Menengah di

Pendidikan, serta meningkatkan' per

oS g

Provinsi Kalimantan Barat i
&Hey SIS
b. bahwa berdasarkan Permth;\gn\ Kepala Sekolah SMA Al
Khairat Darussalam « Nomor :

NV

01/SMA/AL-KHAI/DRS/VIl/2023] tanggal 07 Juli 2023 Hal
Permohonan IZit Opf;;{s?f'onal SMA;

.j""‘g’urat Kepala Dinas Pendidikan dan
nsi, Kalimantan Barat Nomor
tanggal 28 November 2023 Hal

Operasional SMA  AL-KHAIRAT
akan bahwa berdasarkan laporan
ifikasi bahwa Yayasan AL KHAIRAT
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A g‘dnekomendasikan untuk membuka SMA AL-

a berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian
ab Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 26
‘ahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021, Tentang Pemberian
S | %sndirian Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan
yang di selenggarakan oleh masyarakat harus memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB);

‘;7e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat % ik Undapg-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar
! A an N
Republik Indonesia Nomor 4301); Rt

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daeral:n sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

Nomor 6841); an Lembaran Negara Republik Indonesia
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OaPeraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019

V' beberapa

10.

. Keputusan Menteri Pendidikan eb

. Peraturan Daerah Nomor

. Peraturan

f 022 Tentang Provinsi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 ang ‘
K:.\lima%\mn Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndoﬁiﬁgﬂ?@un 1992
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Rep bhqu; ndonesia
Nomor 3485); < %

NS

Teknologi Republik Indonesia Noft r 165/M/202]1 Tanggal
9 Juli 2021 tentang Program $;"1§ol ~Meér h
Pusat Keunggulan; WA
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Modal di Provinsi K mantan Baﬁg@w’émbaran Berita

D eeran Provinsi Kalifigntan Barat Tahun 2011 Nomor 2,
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Tambahan Lembar ‘Berita\‘%“.l'?ijgrah Provinsi Kalimantan
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lomor 8 Tahun 2016 tentang
1sunan Organisasi Perangkat Daerah
Barat sebagaimana telah diubah
‘: ir dengan Peraturan Daerah Nomor

» Perubahan Kedua Atas Peraturan
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
02 3 gkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
aera Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
bahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Pembentuka
Provinsi «Ke

A

. tentang
ex d?legaman Kewenangan Penandatanganan Penerbitan

an dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenapgan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal d
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Bara:t

(Berita Daerah Provinsi Kali
i imantan Barat Tahun 2022

Peraturan Gubernur Nomor 41 T
ahun 2022 Ten
}?:?;J?{ukan. 1,)'Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi ST:::E
o ?:m mgs Ftena.naman Modal dan Pelayanan Terpadu
B . rovinsi Kalimantan Barat (Berit
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomo(r 41)a SR
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MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Memberikan  1zin Pendidikan Menengah  Atas  yang
disclenggarakan oleh masyarakat kepada:
Nama Sckolah : SMA AL-KHAIRAT DARUSSALAM
Alamat . Jin. Khatulistiwa Gg. Beringin 2 Kel.
Batu Layang, Kec. Pontianak Utara,
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat
Penyelenggara . Yayasan Al Khairat Darussalam
NIB . 0711230131646, o
tanggal 7 November 2028 ¢
NPWP . 62.502.604.3-707:000 .D
Nomor Telp/HP . 085654989965
KEDUA ; Izin Pendidikan Menengah y%ﬁgﬁ-z@’sde “.“'gl(.an 'olch
masyarakat ini diberikan dengag-}‘ tenc%%k ebag,& berikut:

1. Memenuhi dan melaks w ’y"’gcgﬂa ketentuan
peraturan perundang- '}fa nya H

2. Meningkatkan peme L p
(SNP); &<

3. Meningkatkan Pemenuha
(SPM) Pendidikar : D

4, Mampu da e au memberika %elayanan yang memadai
peserta didik;

ne:
\_gen, __‘aik, dan tenaga kependidikan;

1'Standar Pelayanan Minimal

\
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\ampuannya agar terakreditasi;
yelenggaraan pendidikan kepada Kepala
dic kar&é%}n Kebudayaan Provinsi Kalimantan
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a “enengah yang diselenggarakan oleh

) akan ditinjau kembali apabila dalam

nya tidak sesuai dengan ketentuan.
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KETIGA

3fni mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
gan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

keliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Desember 2023

Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
. Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

2.Kepala Dinas Pendidikan dan insi i
. macllre Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang di Ketapang
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